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SALINAN |

PPROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAR.ANGANYAR :

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk melakséhakaﬂ ketentuan Pasal 144 Peraturan

Pemermtah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

| Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Lo

tentang Tuntutan Ganti Kerugxan Daerah

1.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
»'Indonesxa Tahun 1945

.?Undang—Un_dang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dae}rah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi J awa Tengah‘;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ~tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Koruvp'si,‘
_Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

 Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999:'} Co

."Undang-Undang "Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantésan ‘Tindak Pidana - Korupsi (Lembaran’

~ Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomofr‘ 140,

"I‘ambahan' Lembaran Negara | chublik' Indonesia o

- Nomor 3874), sebagalmana telah dlubah dengan

’FUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangA

tentang Pemberantasan = Tindak Pvlvdana‘ Korupsi



o

,,Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk‘;‘;,-v:};

” "Indonesm ’I‘ahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran L

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

‘Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republlkif S
._‘vIndonesm Nornor 4150) » e |

. .Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang: -

. ;Keuangan Negara (Lembaran Negara RepUbhk In donesla*
.V',Tahun 2003 ‘Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara.;j::’}?is- o
"{-‘Repubhk Ind0n651a Nomor 4286) o ; _' S
Undang~Undang Nornor 1 Tahun 200 4 tentaﬁg v

Indones1a Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 4355) P |
.‘:Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 téhfangf']:f: »
,‘Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara-'

':'(Lembaran Negara Repubhk Indonesucl Tehun 2004?

'Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
‘Indonema Nomor 4400), R o ‘
1 Undang Undang Nomor '15 Tahun 2006 tentang Badan 5 .

o _‘Pemerlksa . Keuangan v (Lembaran Negara Repubhk

Negara Repubhk Indones1a Nomor 4654), L

. ;.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparaturv v .'

Slp11 Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm:j.ﬂwj

: }Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara}r

10
R Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk.

: ,' Indones1a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran' . }

E ;{Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Repubhk Indone81a Nomor 5494)

jUndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 te’ntahgf

Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587), sebaga1mana"f }'

diubah beberapa kah terakhlr dengan Undang Und ang,""' :

: e";j"‘Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang‘:: |

Pemermtahan B Daerah (Lembaran Negara , Repubhk

ey : Indonema Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran";

'» Negara Repubhk Indones;a Nomor 5679)



of

11.

12,

-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran "Negara

Undang Undang Nomor 30 ’I‘ahunv 2014 tentang '

Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005. tentang

- Repubhk Indone51a Tahun ,200_5 Nomor 140, Tambahan |

13.

14.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor '7'9 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165? Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonésia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

~ Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran

15.
v"Dlslplm Pegawa1 Negen Sipil (Lembaran Negara Republik

16.

17.
‘Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

' Nomor 4890)

Peraturan Pemerlntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Négara Repﬁblik Indonesia Nomor 5135); |
Peraturan Pemerintah Nomor 27 “‘Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Négaféi/Daerahif'(Le:mbafan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara =~ Republik Indonesia
Nomor 4609); -

Peraturan Pemerintah' Nomor 38 Tahun 2016 tentang

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

‘Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5934}



o

18. Peraturan Pemerintah NOmor'49 Tahuﬁ' “22018:'féntaﬁg |

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjzan Kerja

"“(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018»'

' Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indone&a Nomor 6264), )

Dengan Persetu_]uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

_Menetépkan

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN ~ DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH '

BABI
' KETENTUAN UMUM

~ Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i ini yang dimaksud dengan o

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. ] ‘ ‘
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memlmpm

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadl

- kewenangan Daerah otonom.

Pemerintahan Daerah ‘adalah penyelenggaraaan ‘urusan

~ Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah danDPRD "

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

- prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia = sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
Bupati adalah Bupati Karanganyar.



*}"':Bendahara atau - Pe_]abat Laln yang berdasarkan has1]‘-l;":fj;f“

- Kabupaten Karanganyar N L

‘- negara,

e . "' '-pemerlksaan menlmbulkan Keruglan Daerah
100

.,‘5Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah yang selanjutnya

o ..:",-dlszngkat DPRD adalah Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerahf'; B

.\_Badan Pemerxksa Keuangan yang‘selanjutnya dlslngkat1‘-:7,'_.5’;"]:,“'
-.:-BPK adalah lembaga t1ngg1 negara dalam sxstem-;{’;f}
8 ketatanegaraan Indones1a yang mem111k1 wewenang ;‘.kf;vat‘-;

:,}memenksa pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan " o

.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat: i
) _Daerah d1 hngkungan Pemermtah Daerah o _
. Kepala Perangkat Daerah Pengelolan Keuangan Daerah} v
yang selanjutnya dlsebut Kepala SKPKD adalah Kepala .
Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku_,i‘

‘ PeJabat Pengelola Keuangan Daerah : o

.Y,Plhak yang Meruglkan adalah ?éfPegawal Negen Bukani o

Bendahara Umum Daerah yang Selanjutnya dlSlngkatf]f,f”“ .

B ,::BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang |

| bertmdak dalam kapasxtas sebaga1 Bendahara Umum' S
'b.tugas untuk dan atas nama Daerah menenma

menylmpan dan membayar/menyerahkan uang atau e

‘Bendahara adalah setlap orang atau ‘badan yang dxbenfj,’.-_*f B

o , surat berharga atau barang Daerah

- '“‘.*adalah warga negara Indonesm yang memenuh1 syarat-i*ﬁ{j‘ S

secara tetap oleh pejabat pembma kepegaweuan untuk'.'::' .

Pegavva1 Negen Sxp11 yang selanjutnya dxsmgkat PNS’::‘ '

o ‘tertentu dlangkat menjadl Pegawal Aparatur Slpll Negara.

= mendudukl Jabatan Pemerlntahan T

_Aparatur Sxpﬂ Negara yang selanJutnya d1smgkat ASN )

i o adalah profem bag1 PNS dan pegawa1 Pemerlntah dengan

e Aparatur Slpll Negara Anggota Tentara Nas1ona]

'perjanjlan kerja yang bekerja pada 1nstan31 Pemermtah

Pegawa1 Negen ‘Bukan Bendahara adalah Pegawai o

e '.,i’-‘f:vIndoneSIa Anggota Kepohsmn Negara Repubhk Indonema

- 'y yang bekerja/ d1serah1 tugas selam tugas Bendahara



LN

' Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerlntahan r

. - dengan hak dan- kewapban Daerah tersebut dalam ;

“‘Ev,‘kerangkaAPBD | R

o ) _uang kartal dan uang g1ra1
19,

,‘}'Pejabat Negara adalah Pejabat yang berdasarkanv"'f.’b‘:'f -
ketentuan dalam Pasal 122 Undang Undang Nomor 5'_,, :
N o Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll Negara .
.

“ penYelenggara Pemerlntahan yang t1dak berstatus PeJ&fDE’lt -

':Pejabat Lam _‘ adalah Pejabat Negara dan Pejabati}’.. -

';”'_Negara tldak termasuk Bendahara dan Pegawa1 Negen S
o :fv.v_;f_j:Bukan Bendahara ’
17

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajlban |

| :'"'f"v,Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk_

dxdalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan o

.’Uang adalah bag1an darl kekayaan Daerah yang berupa‘a,‘v o

Surat Berharga adalah baglan kekayaan Daerah yang‘;;;gv

,'_berupa sertlﬁkat saham sertlﬁkat obllgaS1 dan _Surat‘fi

,j-bag1an baglannya ataupun yang merupakan satuan o

L berharga laln yang sejems
20

| '-{"f'Daerah balk yang d1m111k1 maupun yang d1kuasa1 ‘baik :

Barang Daerah vadalah semua kekayaan atau aset
yang ‘bergerak maupun yang tidak bergerak beserta

. '}?i}f.,,vftertentu yang dapat d1n1la1 dlhltung, dlukur Catau

 :‘.“V}3=:‘i’d1t1mbang, termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan".f’:’-

kecuah Uang dan surat berharga Iamnya

21,

'.j‘;}selan_]utnya dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan

;'. f*adalah suatu proses tuntutan yang dllakukan terhadap o o

vAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang -

| tahunan Daerah yang dltetapkan de n gan Peraturan
- :,'I‘,;:‘['Daerah : AR U .
22

j_}:berharga dan barang yang nyata dan pasu Jumlahnyav‘v .

Kerug1an Daerah adalah kekurangan uang, surat

,"-_:,»':'sebagal aklbat perbuatan melawan hukum ba1k sengaja
"V,‘,:.[maupun 1a1a1 o A Coe v
v"2,3.:,Tuntutan Ganti Kerugxan yang selanjutnya dlsmgkat TGR" o
~ Pegawai Negen Bukan Bendahara atau Pej&lbat Lain

T dengan tuJuan untuk memullhkan Kerug1an Daerah



2t

24,

Pejabat Penyelesaian Kerugian‘ Daerah Yang selanjutnya

~ disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk

~ menyelesaikan Kerugian Daerah dalam hal ini ‘dijabat

- oleh Bupati.

. 25,
. disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memprose<

26.

o7

28,

20,

30.

Tim Penyelesaiaﬁ Kerugian Daerah yang selanjutnya

penyelesalan Keruglan Daerah

Majelis Pertimbangan Tuntutan Gann Rugi ~ yang
selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para :Epejabat'
dan/atau Pegawai yang ditunjuk dan viditetapke»m, oleh
Bupati untuk meriyampaikan pertimbangan dan pendapat
penyelesaian Kerugian Daerah. | , -

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,
yang menyatakan kesanggupan dan/atau pen‘gakuan
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan
bersedia menggant1 Kerugian Daerah dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantlan Kerug1an, 3
Sementara yang selanjutnya dlsmgkat SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal
SKTJM tidak mungkm diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantlan Keruglan
yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat
keputusan yang ditetapkan dIeh Bupati yang mempuhyai
kekuatan hukum:‘-tetap tentang pembebanan penggantian
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain.

Pengampu adalah orang atau badan yang meiripuhyai

| tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang,

31,

karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak |

di dalam segala hal cakap untuk bertmdak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima
pelepasan hak atas kepemilikan Uang, Surat Berharga,

dan/ atau barang ‘vdari Pihak yang Merugikan.



32 Ahh Warls adalah anggota keluarga yang ma31h h1dup

Yang menggannkan kedudukan pewans dalam bldangf o

hukum kekayaan karena memnggalnya pewans

o :""{33 Kedaluwarsa adalah jangka - waktu yang menyebabkan_’»j{t}'v:;'f

1? Keruglan Daerah

Baglan Kedua g

S Ruang ngkup

S . , Pasai 2 . : , o

e (1) Peraturan Daerah ini mengatur mengenau tata cara TGRT
terhadap Kemgzan Daerah, yang dllakukan oleh | -

' a. Pegawau Negerl Bukan Bendahara terdm atas
1 PegawalASN dan I o ) |

2 Anggota : Tentara Naswnal Indonesm:}_:i
(TNI)/Kepollslan Repubhk Indones1a (POLRI} -

b Pejabat Lam terdm atas R

gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap p elaku v L

1. Pejabat Negara sesua1 dengan ketentuan peraturan:"; ;gv,

perundang undangan dan -

2 Pejabat Penyelenggara Pemermtah yang t'idakb_.f;lj

berstatus . PeJabat Negara tldak termasuk}'“

Bendahara dan Pegawau Negen Bukan Bendahara

.'(2‘):Pejabat penyelenggara | Pemermtahan sebagalmana B -

dzmaksud pada ayat ( ) huruf b angka 2, terdm atas B

| '. a. Ketua dan Anggota DPRD sebaga1 PeJabat Daerah dan o

b lepman dan Anggota Lembaga non Struktural yang_ﬁf:ﬁ'i", .
d1b1aya1 APBD SRR L T R

Pasal 3

(1) Keruglan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 e

mehputl keruglan

' a Uang, Surat Berharga dan/ atau Barang Daerah

b Uang dan/ atau. Barang bukan milik Daerah dalam

"_fpenguasaan Pegawal Negen Bukan Bendahara atau .

‘:-vaeJabat lain’ yang dlgunakan dalam penyelenggaraan v )

. urusan Pemermtahan



(2) Keruglan Daerah sebaga1mana d1maksud pada ayat (1)'3}_:_:.;'}V‘iifl. |

.’»t1rnbu1 apablla Pegawai Negen Bukan Bendahara atau:""“’”: B

v;:."afpejabat Jain sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 2 '

B ’v{_;*j",’ayat (1) melakukan tmdakan melawan hukum balk N

C :"dengan sengaja maupun t1dak Sengaja (lalal)

N o BAB i N
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAI—I

?Bagiankesatu;‘f:-" .

Pasal 4

o Av,,Informam mengena1 adanya perbuatan yang merugzkanf?-f

T Keuangan Daerah dapat dlketahm dan

fa;‘»:_:hasﬂ pengawasan yang d11aksanakan oleh atasan}i’;_:f_::_’j"
'{Iangsung, T » v R o
:ﬁ‘Aparat Pen}»gawas Internal Pernermtah
v’pemerlksaan BPK ' S

.,.’laporan tertuhs yang bersangkutan, o

e mformasx tertuhs dan masyarakat secara bertanggung}f;,_f-‘f”b_:

o .'_v_]awab

- . - perh1tungan ex—ofﬁczo dan/ atau ‘

o g pelapor secara tertuhs

, Bag1an Kedua _ o
Verlﬁka81 oleh Kepala Perangkat Daerah
Pasal 5

""( )Kepala Perangkat Daerah W5‘J1b melakukan VerlﬁkaSJi; .

S terhadap mformas1 Kerugxan Daerah d1 hngkungan";_‘1 '}-"7

"7:‘».'7ﬂ_‘f_'{Perangkat Daerahnya berdasarkan sumber mformas:
L sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d RN

B huruf e, dan huruf g




 };‘-}  (2) Kepala Perangkat Daerah sebagalmana dlmaksud pada{v[:?:"{ .
- ayat (1) dapat menunjuk T1m untuk melakukan tugasf.,,;'j.ff’.:"“

o VCI‘Iflk&Sl terhadap mformam mengenau adanya perbuatan S

Perangkat Daerah yang d1p1mp1nnya o

3) Dalam hal berdasarkan “hasil ver1ﬁkas1 sebaga1mana_‘ ”':-ij‘ .
"”'Iff‘_d1maksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat 1nd1ka31‘-f':'»”
| ’,};»Keruglan v Daerah maka Kepala Perangkat Daerahﬁ*_":

_, ' -‘:":.»'v'fi-vvg,melaporkannya kepada Bupau dcngan tembusan kepada SRR

ra. Inspektur, dan : v
b Kepala SKPKD selaku BUD

o (4) Dalam hal Keruglan Daerah dllakukan oleh Kepala‘e“f’
Perangkat Daerah dan/atau Kepala SKPKD vmaka»‘”v“’.!*‘: o

verlﬁkam dllaksanakan oleh Sekretarls Daerah

(5) Ketentuan leblh lanJut mengenax mekamsme danlj:"v”»'"

pelaksanaan venﬁkasz dlatur dengan Peraturan Bupatl e

Pasal 6

‘ '{  (1) T1m ver1ﬁkas1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5'_ :. :

ayat (2) antara lam

v ._a.‘ Pejabat atasan 1angsung PNS yang bersangkutan

f";f p.ﬁBendahara Penerlmaan f:f_ dan/ atau Bendahara‘ )
b ,‘»;'Pengeluaran Perangkat Daerah bersangkutan -

o c.-ji pengurus Barang Daerah pada Perangkat Daerah dan

t B 'd'. 'Pe_labat Lain yang dlbutuhkan

(2) T1m verlﬁka81 Sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1),.:{

mempunyeu tugas sebagax bemkut

a. melakukan Verlﬁkam terhadap 1nforma31 sebagalmana SRR
d1maksud dalam Pasal 4, dengan mengumpulkan o

~ berbagai bukti pendukung terhadap. kebenaran

o mformasa dan

"”vb'.’.}}meny1mpulkan hasxl ver1f1kas1 dalam ber1ta acara’; S
verlﬁka31 1nforma81 - '

(3) Berlta acara venﬁka31 1nforma31 dlsampalkan kepada:'_:’:‘f:.f-'j'

Kepala Perangkat Daerah

yang meruglkan Keuangan Daerah d1 ngkungan-':{_: ,7,’



e

et o

(4] Dalam melaksanakan tugasnya Tlm Verxﬁka31 dapat

memmta . pendapat dan/atau berkonsultam dengan S

Perangkat Daerah dan/ atau 1nstansx terkaxt Ialnnya

Bag1an Ketlga

Pelaporan B -

o Pasal 7

"f(l) Dalam “hal berdasarkan has11 verlﬁkasx sebagalmana o

"dimaksud dalam Pasal 6 terdapat IndlkaSI Kemg1an o

,jDaerah maka apablla yang memmbulkan Keruglan . ‘-

o Daerah mellputl

a. Pegawa1 Negen Bukan Bendahara yang berada d1

“YZ_VASKPKD maka Kepala SKPKD selaku BUD melaporkan o

o .kepada Bupatl dengan pembentahuan ke BPK

iy .Pegawa1 Negeri Bukan Bendahara atau PeJabat Lamv":’f

f:yang berada di Perangkat Daerah maka Kepa}a}

},Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupat1 dengan,:' o

' pembentahuan ke BPK

o C."Kepala SKPKD maka Bupatl melaporkan kepada BPK;

- atau

d’.lﬁKepala Perangkat Daerah maka Sekretarls Daerah":_:__.

BPK.

' "'melaporkan kepada Bupat1 dengan pemberltahuan ke

 (2} Lap0ran dan pemberltahuan sebagalmana dlmaksud padafff'f

o . ayat (1) dlsampalkan pahng lambat 7 (tujuh) ham kerja‘

terhltung setelah dlperoleh 1nforma31 terjadlnYa Keruglan_;"*'

Daerah sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 4

(3) Dalam hal PNS/ Pejabat Lain tidak melaksanakan-v o

.kewajlban sebagalmana dlmaksud pada a}'at (1} dan

v"dalavm Pasal ?5‘ R ayat () d1kenakan sanksrv -

i :»'admims’tratlf sesuai dengan ketentuan peraturan T

perundang undangan




B BAB IIIcp
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bag1an Kesatu o
A PPKD R

T s PasalS P o
. {- (1] Bupat1 bertmdak sebaga1 PPKD bag1 Kerug1an Daerah

yang dllakukan oleh Pegawau Negen Bukan Bendahara .

-atau Pejabat lam di l1ngkungan Pemermtah Daerah

.», (2) Kewenangan PPKD ‘dalam menyelesmkan Keruglan‘;“;';‘--.'

o Daerah dllaksanakan oleh Kepala SKPKD | |
(3) Dalam hal Keruglan Daerah d1lakukan oleh Kepala S

SKPKD maka kewenangan menyelesalkan Keruglanﬁf;

Daerah d11akukan oleh Bupatl

(4) Berdasarkan Iaporan hasﬂ venﬁkam f' sebagainiahaa' . o '

dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PPKD harus

menyelesalkan Keruglan Daerah dengan melaksanakan L

o TOR.

Baglan Kedua [
TPKD e

;.1:(1) Untuk menyelesalkan - Kerug1an Da_erah', B‘upaﬁ s
- membentuk TPKD ‘ S L

- v:_; - (2) TPKD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), mempunyal' '

| tugas dan ‘wewenang sebaga1 berlkut , |

_ - a. ‘menyusun kronologls terjadmya Keruglan Daerah )

b, mengumpulkan buk‘a pendukung terjadmya Keruglan
: Daerah ; ) : s o L

c mengh1tung Jumlah Keruglan Daerah

d. menginventarisasi harta kekayaan m111k Pegawal’

'.Negeri'Buk.‘an Bendahara atau Pejabat Lam yang dapat, |
dijadikan sebagal Jamlnan penyelesalan Keruglan
f}Daerah dan ’ '

) e; 'melaporkan hasil pemerlksaan kepada PPKD



et

" (3)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 'sek‘retariat yang
berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangl

pegelolaan Keuangan Daerah

~ (4) Ketentuan 1eb1h lanjut mengenal tata cara pembentukan

TPKD dlatur dengan Peraturan Bupau

Pasal 10 ‘

~ ()PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf e, menyampaikan pendapat atas laporan hasﬂ
pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
a. menyetu_]ul laporan hasil pemeriksaan; atau

 b. tidak menyetujui laporan hasil pemefiksaan.

| (2) Dalam hal tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD
segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan

ulang terhadap materi yang tidak diSet»ujuvi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengena1 penyelesaxan Keruglanv

Daerah oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

~ diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
SKTJM

Pasal 12

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a,
PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak

yang Meruglkan

(2) Dalam hal Pihak yang Merugxkan sebageumana dimaksud

pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri,
atau meninggal dunia, penggantian " Kerugian Daerah
beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh

- Waris.



st

’ v‘vf;j:‘dlnyatakan wanprestas,1

. {3) Dalam penuntutan penggantlan - Keruglan Daerah ‘
,,’,Sebagalmana ’ d1maksud Pada aYat (’_) TPKDV I
'vmengupayakan surat pernyataan kesanggUpan dan/ atau'vjv‘vvi}f'::,”"v '}

e .'_"j"pengakuan Plhak Yang Meruglkan/Pengampu/Yang
|  '5:a‘.,__-‘_;:Memperoleh I—Iak/Ahh Wans bahwa Kerug1an Daerah"f: 5":‘
"menjadl tanggung Jawabnya dan bersed1a menggant]‘ ot

Kerugian dimaksud dalam bentuk SKTIM.

(4) Dalam “hal Plhak Yang Merug1kan/Pengampu/Yang o

Memperoleh Hak/ Ah11 Warls sebagalmana dlmaksud pada SR
:, ayat (3) mela1a1kan kewapban pembayaran sesual dengan |
SKTJI\/I d1kenakan teguran tertuhs yang dlkeluarkan oleh'
:'."*“,'PPKD R R
(5) ’I‘eguran tertuhs sebagalmana dimaksud pada ayat (4)
' menyatakan bahwa ” C Plhak Yang.

' ‘  “?:.":"Meruglkan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh Wamv“, -

5"vv";":"-vt1dak melaksanakan kewayban sesua1 SKTJM sehmgga

Pasal 13

:fv‘».Ketentuan 1eb1h lanJut mengenau bentuk dan tata cara
o peng1S1ar1 SKTJM sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 12 o

%aYat (3) dlatur dengan Peraturan Bupatl RS

Baglan Keempat
| SKP2KS

S Pasal 14

o ',: ( 1) Dalam hal SKTJM sebagalmana d1maksud dalam Pasal 12“; u

ayat '_,.(3) tldak dapat | dlperOIeh TPKD - Segera;if'},

o menyampalkan laporan kepada PPKD Pahng lambat 7 o
(tuJuh) hari kerja dan segera menerb1tkan SKP2KS AR
T (2) SKPQKS sebagalmana d1maksud pada | ayat (1);‘?“‘: .
S : mempunyal kekuatan hukum untuk pelaksanaan sxta ‘

| Jamman yang dllakukan ’ sesual dengan ketentuan i : Co

peraturan perundang-undangan




'.fi‘","fv:"(4) MP-TGR sebagalmana ' dlmakSUd Pada\._,:”

(3) Ketentuan leblh Ianjut mengena1 bentuk dan tata cara
penglslan SKPQKS sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

dlatur dengan Peraturan Bupatl

Bag1an Kehma
MPTGR -

PasallS t"*l -

- :'V'E"f',’(l) Dalam rangka penyelesa1an Keruglan Daerah PPKD“" '

membentuk MP»TGR

o 5:“‘;':,,”‘(2) Jumlah anggota MP TGR sebagalmana dlmaksud pada'-u"{,‘j o "

ayat (l) terdlrl atas 3 (tlga) orang atau 5 (hma)' orang

| '(3) Anggota MP—TGR sebagalmana dxmaksud_ pada ayat (2] -

et ’_‘;._tldak dapat dlwakllkan dalam 31dang ﬁj.:'dan Jumlah o

RS keanggotaan MP-TGR sctiap 31dang dapa,“j.detentukanf‘-_f,f': B

o ,’v"'v"f_":;sesua1 dengan kebutuhan dengan syarat

U harus ganjzl

mempunyal tugas memerlksa " c_l}anjj

pertlmbangan kepada PPKD atas

' member1kan f'; o

a penyelesauan atas kekurangan Uang, Surat Berharga SR

o :‘»vvzdan/atau barang bukan | d1sebabkan perbuatan’f}’ o

| "5";"*7‘_“.melanggar hukum atau lala1 Pegawa" Negerl Bukanf'ﬁ‘?"] A

i-vf",".VBen dahara atau Pejabat Laln

b penggantlan Keruglan Daerah setelaha;;Pmak Yang“ff

f’”v_Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh

o - Waris dmyatakan melakukan wanpresta31 dan Sl

c. penyelesalan Kemgxan Daerah yang telah dlterbltkan_’}.[ _

’;SKPQKS

(5) Ketentuan leb1h lanjut mengena1 tata cara pembentukan o

. MP TGR dlatur dengan Peraturan Bupat1 e o

Pasal 16

(1) Dalam : melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud:ﬂ;»‘: s

dalam Pasal 15 ayat (:) MP-TGR melakukan sidang

pahng sedlklt 1 (satu} kali. dalam 1 (satu) tahun dan

d1laksanakan secara tertutup




(2) Setelah melaksanakan S1dang sebagalmana dlmaksudijv o

pada ayat (1)',» pPKD rnenetapkan putusan bempa
penerbltanSKPQK : ST

:',V(3) Ketentuan lebih lanJut mengenal bentuk dan tata cara.

pengls1an SKP2K . Sebagalmana dlmaksud pada ayat (2]
dlatur dengan Peraturan Bupa’u -

R 'ff BABIV ST
o PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAI—I

| Pasal 17 ‘ o
L (1) Dalam rangka penyelesalan Keruglan Daerah d11akukan,;
:" _  | f'penentuan mlal atas berkurangnya Barang Daerah‘,; e
:’v,dan/ atau bararlg bukan milik Daerah yang berada dalam
. _f-penguasaan Pegawau Negerl Bukan Bendahara atau“.‘,‘:“} o

”v':'PeJabat Lain, yang dlgunakan dalam penyelenggaraan:;_g’75

‘_tugas Pemermtahan - S - e
".}_(2) Penentuan mlal sebagalmana d1maksud pada ayat (1) |

dxdasarkan pada i

a. mlax buku atau i

b mla1 Wajar atas barang yang SeJ ems Sl

| ' (3) Ketentuan leb1h lanjut mengenal tata. cara penentuan S
N n11a1 ’ Keruglan Daerah sebagalmana dlmaksud pada o |

i | ayat 1] dlatur dengan Peraturan Bupat1 e 5

T BAB\ii, ' B
PENAGHHWJDANPENYETORAN

L ; Penaéihanf ; : .

,. " Pasalis B T

(l) Penaglhan dalam rangka penyelesalan Keruglan Daerah
dllakukan dengan surat penag1han atas dasar ’ o
a SKTIM: S

| b SKPQKS atau

'@ c. SKPQK



st

N (2) Surat penaglhan sebagalmana ’dlmaksud pada ayat (1)

dlterbltkan oleh’ PPKD pahng larnbat 7 (tuJuh) har1 kerja

B terhltung sejak SKTJ M SKPQKS atau SKPQK d1tetapkan

| Pasal 19

o Berdasarkan surat penaglhan sebaga1mana d1maksud‘»v§_’i_; 3

o ;'1. dalam Pasal 18 Plhak Yang Meruglkan/ Pengampu/Yang o

” ‘}}:_'Memperoleh Hak/Ahh War1s menyetorkan gant1 Kerug1an”_

n o Daerah ke Kas Daerah sesuax dengan jum[ah dan Jaﬂgka R
_waktu yang tercantum dalam SKTJM SKP2KS atau

. SKPZK serta dmyatakan dengan surat keterangan tandaf":_

Iunas

](2) Surat keterangan tanda 1unas sebagalmana dlmaksud’v.y‘ :?.f o

pada ayat (1) dltandatangam oleh PPKD

(3) Ketentuan leblh lanjut mengenal bentuk dan tata cara .
penglslan surat keterangan tanda lunas sebagalmanaﬂv:

| dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupau S

: PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH

KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
’ PIUTANG DAERAH S '

Pasal 20

e 3}‘,.,-(1) Dalam hal Plhak Yang Meruglkan /Pengampu /Yang'}“f
) Memperoleh Hak/Ahh War1s txdak dapat mengganu'fff_f' R
- .Kerug1an Daerah dalam Jangka waktu palmg lambat 30

(tiga puluh) hari kerJa terhltung sejak SKP2K dlterbltkan o
Y“-Bupatl menyerahkan upaya penag1han Keruglan Daerah

'3*-'kepada mstanm yang menangaru pengurusan p1utang

K "Daerah

' (2) Penyerahan ‘upaya penag1han , ’Kérugian "Daerah |

sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dllaksanakan sesuai '. o

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan P




Memperoleh Hak/Ahh Wans o

BAB VI - -
KEDALUWARSA

Pasa121,z> S

o KéWéjibah P1hak Yang 2 Meruglkan / Pengampu/Yang L

) ;_Memperoleh Hak/Ahh War1s untuk membayar gant1 rugl .

»*»:”'i,,‘f'if,f"iv:jmen]ad1 kedaluwarsa _]lka dalam waktu 5 (hma) tahun
terh1tung se_]ak d1ketahumya Keruglan Daerah tersebut atau: ;3 -

- I}dalam waktu 8 (delapan) tahun terhltung seJak terjadmya' RS v’

:'Keruglan Daerah t1dak d1lakukan penuntutan gann rugi

| -terhadap Pihak Yang . Memglkan/Pengampu/Yangf

Pasal 22

Tanggung Jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl;f"i.:

i Wans untuk membayar gant1 Keruglan Daerah men;adij:_f -

hapus apabﬂa dalam waktu 3 (tlga) tahun terhltung sejak;’f{:

putusan pengadllan yang menetapkan pengampuan kepada} S

| ;'v,'vplhak yang Meruglkan atau se}ak P1hak Yang Meruglkan-? o

- vdlketahur melarlkan d1r_1,v atau memnggal duma .

'Pengampu/ Yang Memperbieh' Hak/AhVIi":" 'Warls tldak'

B 'diberltahu oleh PPKD mengena1 adanya Keruglan Daerah

. BABVID G
AKUNTASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

B -'3'}:.’fzKetentuan mengena1 tata cara Pencatatan pengakuan

" "’f"-‘f}fpengukuran dan pengungkapan pendapatan dan plutang

B f‘;':'-;TGR serta Penghapusan dalam rangka penyusunan laporan' : o

-f»l»_".vkeuangan Pemermtah Daerah dllaksanakan sesua1 dengan-_»vfi_f

! {fketentuan peraturan perundang undangan




'i"(l)Plhak Yang Merug1kan/Pengampu/Yang" Memperoleh':’:z el

‘; ,‘ .:(2] Putusan pldana sebagalmana d1maksud pada ayat (1), .   :
Plhak  Yang
Meruglkan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh War1< R

Clan

o vtetap berlaku

' d11aksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan .

R ,]Daerah 1n1

BAB X o
SANKSI Ll

Pasal 24

R | Hak/Ahh Waris yang telah d1tetapkan untuk menggantl

"Keruglan Daerah dapat d1kena1 sank31 admxmstras;"

~ dan /atau sank& pldana

tldak membebaskan | L

dan TGR

BAB X e
KETENTUAN PERALIHAN S

Pasal 25

: Pada Saat Peraturan Daerah 1n1 mulal berlaku :: RPN
‘:.semua Keruglan Daerah berdasarkan putusan pengenaan}f o
i:TGR kepada Plhak Yang Meruglkan/Pengampu/Yang:ﬁ'.?i: o
Memperoleh Hak/Ahh Warls yang telah dlterb1tkan::_"»:i_’:'- w

sebelum Peraturan Daerah 1n1 berlaku dlnyatakan masxh;"};ﬂ_' :

.“.TGR yang sedang dxlaksanakan terhadap Plhak Yang-fvf-_
’j"Meruglkan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh Wan“,} B
.ﬁ""'sebelum berlakunya Peraturan Daerah 1n1 tunduk pada‘:i”; o

L vketentuan Peraturan Perundang undangan yang .
.,fsebelumnya dan SR S : o
.'.semua Kerugian Daerah yang terjadl sebelum berlakunya o

‘ Peraturan Daerah dan belum d11akukan TGR




e,

.,‘;Peraturan Bupat1 sebagal pelaksanaan Peraturan‘ Daerah 1n1 »’f—{ :
S ‘dltetapkan palmg lambat 1 satu) tahun terhltung sejak -

: ‘Peraturan Daerah ini d1undangkan :

. = - Pas.21127 ; R
«-'Peraturan Daerah mulal berlaku pada té{hgga],

R dlundangkan

vAgar setlap orang dapat mengetahulnya memermtahkan’ '
o pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya P

: dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar :

-Ditefa[sk'a’n dlKaranganyar o
pada tanggal 6 Februan 2019 '
BUPATI KARANGANYAR “

- Diuhdangkan di Karanganyar"

et '3'pada tanggal 14 Februarl 2019 -

P SEKRE’{‘ARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR e
'SUTARNO.

, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 2

* NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

| PROVINSI JAWA TENGAH: (2 /2019)

Sal herT E‘S],l\\l dengan ashnya
LRETARIT DAERAH
ARANGANYAR

Sl
._.4-‘,

5750311 199031009 o




.

“,éENJELASAN° ' R
- . ATAS :, - o
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
'N0M0R21AHUNmn9
" TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

UMUM | | |
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerlntah Nomor 38

Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Keruglan Negara/ Daerah

terhadap Pegawal Neger1 Bukan Bendahara atau PeJabat Lam salah satu*

tanggung Jawab Pemerlntah Daerah dalam penyelenggaraan ‘urusan
Pemerintahan khususnya rnenyangkut pengelolaan Keuangan Daerah
adalah melakukan upaya agar dapat meminimalisir terjadmya Keruglan

Daerah terhadap kekurangan kekayaan daerah Untuk itu perlu»v

' penyusunan ketentuan yang mengatur mengenal tata cara tuntutan ganti

bane )

kerugldn Daerah. ‘ v - . »
Berdasarkan pertxmbangan dlatas 'saat ini masih relatif cukup
banyak Keruglan Daerah yang.belumbdbapat ditagih dan diselésaikan, karena

masih belum adanya ‘instrumen '"peraturan p‘erunda’ng-und_angan yang -

' mengaturnya. Sehingga, perlu adanya peraturan pe'ru‘ndan‘g-undanganv

dalam be'ntuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Cara

Tuntutan Ganti'Kerugian Dacrah sebagai‘r'n'ana telah diamanatkan dalam

ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang”

Pengelolaan Keuangan | Daerah yang hngkupnya mehpu‘u . -

a. Informasi dan Pelaporan Keruglan Daerah; |

b. Penyelesaian Keruglan Daerah;

C. Penentuan Nilai Kerugian Daerah

d. Penaglhan dan Penyetoran, , _

e. Penyerahan ‘Upaya - Penaglhan Keruglan Daerah kepada InstanS1 yang
menangani Pengurusan Plutang Daerah; |
Kedaluwarsa ‘

g. Akuntasi dan Pelaporan dan

h. Sanksy o '



L
~ Pasal 1

| Dehgéh vvditéta‘p‘kaririya' Peraturan Dééfah'» vtefitarig }"I“uvn’vt:utan Ganti

Kerug1an Daerah 1m akan dljadlkan pedoman oleh Pemermtah ‘Daerah

, dalam melakukan upaya dan- langkah langkah pengembahan Kerugzan

Daerah dan sekahgus membemkan landasan dan kepast1an hukum yang o

kuat terhadap penyelesalan Keruglan Daerah
PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.
Pasal 2 | }}
o Cukupjeias._‘f
Pasal3 = |
Cukup jelas.
Pasal 4 o |
 Cukupjelas.
Pasal 5
Cukup jelas.» |
Pasal 6 ,
~ Cukup jelas.' |
Pasal 7 -
Cukup jelas.
Pasal 8
~ Cukup jelas".’"'
Pasal9 -
Cukup jelas.
Pasal 10 '
- Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas;
Pasa1A12 |
Cukup _1,e1as.

| Pasal 13

Cukup Jelas.:
Pasal 14 |
Cukup _]elas.,

Pasal 15

Cukup jelas. .



[ VA

Pasal 16

R Pasal 17

| Pasal 18
Pasal 20
S R Pasal 22

o Pasal 23

Pasal 24 o

'Pasal 19

Pasal 2 1

' 'v‘Pasal 25

Cukup Jelas R

- ayat (1)
| | Cukup Jelas
o ayat (2)

Huruf a

| Yang dlmaksud dengan “nilai’ bulku’ 'adaiah nilai

) ,v_,»‘,.perolehan yang dlkurangl dengan Penyusutan yang:
"*'.»:'ftelah d1bebankan yang muncul selama umuf,.,’f; ‘:Z‘_'

, ‘{ ' E ",‘Penggunaan aset tersebut PR : S
Huruf b :

SeJems” adalah estlma51 harga yang akan dxterlma._ o

;‘:-darl ' penjualan aset : atau dlbayarkan untuk, o

.‘-penyelesa1an kewajlban antara pelaku pasar Yang
- f;‘memahamx dan berkemgman untuk melakukan»
_transaks1 wa_]ar pada tanggal pen11a1an / penaks1ran

ayat (3)

S Cukup Jelas

Cukup Jelas.ﬂ‘v,i. |

Cukup _]elas‘. |

Cukup _]elas.:-: e P I o

Cukupjelas.: o |

Cukup Jelas‘;v

Cukupjelas, el

. Yang dlmaksud dengan n11a1 waJar atas barang yang _‘ -



. Pasal26
~ Cukup jelas.

 Pasal27
| Cukup jélas‘.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 96



